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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Bojonegoro merupakan instansi yang memiliki peran dan fungsi
strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Kota
Bojonegoro. Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu adalah menangani urusan pemerintahan bidang penanaman modal
dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Oleh karena itu, DPMPTSP Kota Bojonegoro dituntut dapat memberikan
pelayanan perizinan yang cepat, akurat dan transparan. DPMPTSP
Bojonegoro memiliki- beberapa bagian dalam struktur organisasinya yang
tiap bagiannya memiliki peranan dan fungsi masing-masing dalam upaya
memberikan pelayanan yang akurat.

Salah satu pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap besarnya
penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak
yang dikenakankepada wajib pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib
pajak. Pajak Penghasilan selalu dikenakan kepada orang pribadi atau badan
hukum yang memperoleh penghasilan di Indonesia.

Aktivitas Perpajakan yang wajib dilakukan DPMPTSP Kota Bojonegoro

yaitu mencakup perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak



terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
merupakan mengatur tentang penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan dan
pembayaran lainnya, apapun nama atau bentuknya, yang berkaitan dengan
pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi
dalam negeri. Oleh karena itu, DPMPTSP Kota Bojonegoro wajib membayar
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan atas gaji karyawan atau pegawai.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Bojonegoro menggunakan Sistem Perpajakan With Holding System. Sistem
Perpajakan With Holding System adalahsistem pemungutan pajak yang
memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pajak penghasilan atas tunjangan yang
berhubungan dengan pekerjaan untuk gaji, upah, tunjangan, pensiun,
kegiatan dan imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan atas jasa dipungut
melalui sistem pemotongan (With Holding System) pada saat penghasilan itu
dibayarkan. Sehingga DPMPTSP Kota Bojonegoro mewajibkan untuk
melakukan pemotongan, perhitungan dan penyetoran pajak serta pelaporan
kembali SPT PPh Pasal 21 yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang
berlaku.

Dalam kaitan inilah penulis menyajikan Tugas Akhir ini sebagai
pembelajaran untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemotongan pph
pasal 21 (pajak karyawan) di DPMPTSP Kota Bojonegoro serta pengenalan
terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sangat erat hubungannya dengan

Badan Usaha maupun masyarakat, maka dari itu penulis membuat judul



“MEKANISME PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(PAJAK KARYAWAN) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOJONEGORO”.

1.2Tujuan Studi Lapang

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka tujuan dari studi lapang

adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pajak
Karyawan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Bojonegoro dengan ketetapan peraturan perpajakan yang
berlaku.

2. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pajak
Karyawan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Bojonegoro.

3. Untuk mengetahui pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pajak
Karyawan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Bojonegoro dengan ketetapan peraturan perpajakan yang

berlaku.

1.3Manfaat Studi Lapang

Adapun Manfaat studi lapang yang didapatkan bagi wajib pajak, bagi

DPMPTSP, bagi penulis serta bagi STIESIA yakni sebagai berikut :



1. Bagi Wajib Pajak
Hasil dari penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi kepada wajib
pajak tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, Maka dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak dalam Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Bagi DPMPTSP
Hasil dari penelitian ini yaitu juga dapat dijadikan sumber informasi bagi
lembaga perusahaan dalam peningkatan kepatuhan pembayaran pajak
penghasilan pasal 21.

3. Bagi Penulis
Bagi Penulis yaitu dapat menambah ilmu, wawasan, serta pemahaman
tentang mekanisme pelaksanaan pemotongan pph 21 untuk karyawan di
DPMPTSP Kota Bojonegoro.

4. Bagi STIESIA
Untuk menjalin kerjasama dan mendapatkan umpan balik untuk
menyempurnakan  kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan di
lingkungan - perusahaan "serta mengetahui atau menilai kemampuan
mahasiswa dalam menyerap dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di

masa kuliah.

1.4Ruang Lingkup Studi Lapang

Agar penelitian ini tidak melebar dan mengarah pada hasil yang jelas,

maka peneliti hanya fokus pada mekanisme pelaksanaan pemotongan pajak



penghasilan 21 untuk karyawan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bojonegoro.

1.5Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data mempunyai penjelasan tentang cara atau
teknik dalam mengumpulkan data selama kegiatan studi lapang yaitu
Observasi, Dokumentasi dan Wawancara yakni sebagai berikut :

1. Observasi : Suatu kegiatan yang digunakan untuk mengumpulkan
data secara akurat dan benar yang melalui tahapan-tahapan
mengamati secara langsung terhadap obyek yang diteliti oleh penulis
dalam pelaksanaan observasi di lapangan.

2. Dokumentasi : Teknik pengumpulan data dengan mengambil
dokumen atau data-data informasi yang ada pada suatu perusahaan
yang digunakan penulis dengan tujuan untuk penarikan kesimpulan
supaya memperoleh informasi yang tepat dan akurat dengan mudah.

3. Wawancara :Metode pengumpulan-data yang dilakukan secara lisan
antara dua orang yaitu peneliti dan narasumber. Metode ini bertujuan

untuk mendapatkan informasi yang jelas dan relevan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Waluyo (2011) adalah pajak
penghasilanyang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak, berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan
dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong dan dilaporkan oleh wajib
pajak seperti wajib pajak, bendahara, dana pensiun, badan usaha dan
organisasi yang -melakukan kegiatan pajak penghasilan pasal 21.
Pengusaha bertanggung jawab untuk membayar pajak untuk tahun pajak

yang bersangkutan.

2.2 Subjek PPh Pasal 21

Subjek PPh Pasal 21 menurut Supramono (2015) adalah pemberi kerja
yang membayar gaji, komisi, tunjangan dan pembayaran lainnya sebagai
imbalan terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan atau
bukan karyawan. Subjek yang dikenakan PPh 21 yaitu seperti : Pensiunan
dan penerima pesangon, mantan karyawan, anggota dewan pengawas,

aktivis.



2.3 Objek PPh Pasal 21

Objek PPh Pasal 21 Menurut Diana et al. (2009) adalah penghasilan

yang diperoleh wajib pajak dalam negeri yang dapat digunakan untuk

keperluan konsumsi atau untuk segala bentuk akumulasi modal.

1) BerdasarkanPPh Pasal 21 dengan pemotongan pajak Peraturan

Direktur Jenderal No.PER-31/PJ/2012 sebagai berikut :

a.

Penghasilan pegawai tetap, baik tetap maupun tidak tetapyang
bersifat teratur maupun tidak teratur.

Penghasilan pensiunan adalah pensiun tetap atau penghasilan
sejenisnya.

Tunjangan hari tua, pensiun, dan tunjangan hari tua dibayarkan
sekaligus dan dibayarkan lebih dari dua tahun setelah pensiun.
Penghasilan pegawai tidak tetap dalam bentuk upah harian,
mingguan, borongan-atau bulanan.

Kompensasi kepada bukan pegawai berupa komisi, honorarium
dan segala bentuk balas jasa yang berkaitan dengan jasa yang
diberikan.

Penghasilan berupa balas jasa yang diterima oleh anggota
direksi yang tidak bekerja pada perusahaan yang sama dengan
pegawai tetap.

Penghasilan berupa penarikan danapensiun oleh peserta
danapensiun yang merupakan pegawai dana pensiun yang telah

disetujui pendiriannya oleh Menteri Keuangan.



2) Dalam hal penghasilan valuta asing, penghitungan Pajak Penghasilan
Pasal 21 didasarkan pada kurs konversi (kurs) yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan yang berlaku pada saat penghasilan tersebut
dibayarkan.

3) Penghitungan Pajak PenghasilanPasal 21 penghasilan dalam bentuk
natura atau kesenangan dalam bentuk lain didasarkan pada nilaipasar

hadiah atau nilai sekarang dari manfaat natura.

2.4 Non Objek PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Dirjen Pajak No.PER-31/PJ/2012 ada beberapa
jenis penghasilan yang tidak dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 21 atau Non Objek PPh Pasal 21 meliputi :

1. Pembayaran Klaim dari perusahaan, asuransi kesehatan, asuransi

kecelakaan, atau perusahaan asuransi lainnya.

2. Penerimaan dalam bentuk natura.

3. luran pensiun yang dibayarkan kepada danapensiun yang diberi

wewenang oleh Menteri Keuangan.

4. luran pensiun kepada penyelenggara lembaga Jamsostek yang

dibayar oleh pemberi kerja.

5. Turan dalam bentuk pajak pemberi kerja “Pajak kerja” adalah pajak

yang dibebankan atau dibayarkan oleh pemberi kerja atas

penghasilan seorang karyawan tetap.



2.5 Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 Menurut Mardiasmo (2011) adalah pemberi
kerja yang terdiri dari individu dan korporasi pusat dan cabang yang
membayar gaji dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai balas
jasa yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau
bukan pegawai.Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-31/PJ/2012
Pemotong PPh Pasal 21 yaitu :

1) Pemberi kerja yang meliputi :

a. Orang Pribadi dan badan

b. Kantor cabang atau orang-orang yang menyelenggarakan
bagian administrasi yang berkaitan dengan pembayaran
gaji, komisi, dan pembayaran lainnya.

2) Akuntan atau pemegang kas pemerintah daerah, instansi atau
instansi pemerintah,-pemerintah pusat termasuk kedutaan besar
Republik  Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah,
iuran, tunjangan dan pembayaran lainnya.

3) Dana pensiun dari Jaminan Sosial dan Administrasi
Ketenagakerjaan dan badan lain yang membayarpensiun dan
manfaat pensiun.

4) Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau wiraswasta,
dan lembaga pembayaran. Ini termasuk biaya, beban, komisi, atau

imbalan lain yang terkait dengan kegiatan atau layanan yang



5)

10

dilakukan oleh orang-orang yang berbadan hokum domestik atau
asing.

Penyelenggara kegiatan, termasuk instansi pemerintah, organisasi
nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, dan
badan lain yang menyelenggarakan kegiatan untuk membayar
segala bentuk hadiah atau insentif kepada wajib pajak orang

pribadi dalam negeri sehubungan dengan kegiatannya.

2.6 Hak dan Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21

Menurut Peraturan PMK No. 199/PMK.03/2007 Hak dan Kewajiban

Pemotong PPh Pasal 21 yaitu sebagai berikut :

1.

PemotonganPPh berhak meminta penundaan penyampaian SPT
Tahunan PPh Pasal 21.

Kreditur Pemotongan pajak berhak menghitung SPT tahunan
lebih bayar PPh Pasal 21. Ini akan dibayarkan pada saat
penghitungan ulang berlangsung.

Wajib Pajak berhak mengubah sendiri  SPT dengan
menyampaikan keterangan tertulis kepada Dirrektur Pajak.
Pemotong pajak harus dilaporkan ke kantor pajak setempat.

Wajib Pajak sendiri memperoleh formulir yang diperlukan untuk
memenuhi kewajiban perpajakannya di kantor pajak setempat.
Pemotong pajak diperlukan untuk membuktikan pembebasan PPh

pasal 21 pada saat pemotongan.
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2.7 Tarif PPh Pasal 21

Tarif pajak orang pribadi yang baru memperbarui ketentuan yang
sebelumnya diatur berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak
Penghasilan. Perubahan ini mempengaruhi perhitungan PPh Pasal 21
bagi karyawan perusahaan. Dibawah ini adalah perubahan tarif pajak
pribadi karena UU HPP, yang memperbarui Pasal 17 ayat (1) (a) UU
Pajak Penghasilan :

a. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan

Rp.60.000.000 adalah 5%

b. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan diatas Rp.60.000.000,-

sampai dengan Rp.250.000.000,- adalah 15%

c. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan diatas Rp.250.000.000,-

sampai dengan Rp.500.000.000,- adalah 25%

d. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan diatas Rp.500.000.000,-

sampai dengan Rp.5.000.000.000,-adalah 30%

e. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan diatas Rp.5.000.000.000,-

adalah 35%

Beberapa perhitungan dan pengurangan alternative mungkin berlaku

sehubungan dengan pekerjaan, layanan, dan aktivitas pribadi yaitu :

1. Bagaimana perusahaan menanggung beban pajak karyawannya.

Dengan caraini, penghasilan yang diperolen karyawan ditahan
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tanpa dipotongpajak penghasilan Pasal 21. Dengan metode ini,
beban tidak diakui secara fiskal.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung karyawan adalah metode
kredit pajak dimana beban pajak ditanggung sendiri oleh karyawan.
Dengan metode ini, penghasilan yang diperoleh karyawan
dikurangi dengan pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong oleh
perusahaan.

3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang disponsori perusahaan adalah
metode kredit pajak, dimana PPh Pasal 21 digunakan sebagai
factor untuk meningkatkan penghasilan bruto karyawan, sehingga
terjadi selisih dengan PPh Pasal 21 yang terutang dan bebas pajak.
Metode ini mengurangi pajak penghasilan berdasarkan selisih
antara pajak terutang dan tunjangan untuk karyawan tetap.

4. Pajak Penghasilan Bruto Pasal 21 adalah metode kredit pajak yang
memungkinkan perusahaan untuk mengambil kredit pajak sebesar
pajak yang terutang oleh seorang karyawan. Pada dasarmya, Gross
Up hanya berurusan dengan logika perhitungan yang dilakukan
dengan cara yang ramah pajak. Jumlah kredit pajak yang diberikan

atas dasar bruto sesuai dengan pajak penghasilan pasal 21.

2.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan

penghasilan neto orang pribadi sebagai wajib pajak orang pribadi atau dalam
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negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang terutang oleh wajib
pajak Indonesia. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-

16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016 :

Rp.54.000.000,- untuk diri wajib pajak orang pribadi.

. Rp.4.500.000,- tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah.
Rp.54.000.000,-untuk istri yang penghasilannya digabung dengan
penghasilan suami.

. Rp.4.500.000,-tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan
keluarga semenda dalam garis lurus keturunan lurus serta anak angkat
yangmenjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap

keluarga.

Penghasilan Tidak Kena Pajak

1. Wajib Pajak Tidak Kawin(TK)

Uraian Status PTKP
Wajib Pajak TK/0 54.000.000,-
Tanggungan 1 TK/1 58.500.000,-
Tanggungan 2 TK/2 63.000.000,-
Tanggungan 3 TK/3 67.500.000,-

2. Wajib Pajak Kawin

Uraian Status PTKP
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WP Kawin K/0 58.500.000,-
Tanggungan 1 K/1 63.000.000,-
Tanggungan 2 K/2 67.500.000,-
Tanggungan 3 K/3 72.000.000,-

3. Wajib Pajak Kawin, penghasilanistri dan suami digabung

Uraian Status PTKP
WP Kawin K/I/0 112.500.000,-
Tanggungan 1 K//1 117.000.000,-
Tanggungan 2 K//2 121.500.000,-
Tanggungan 3 K/1/3 126.000.000,-

2.9 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,
adapun tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang harus

diperhatikan bagi wajib pajak yaitu sebagai berikut :

1. Wajib Pajak wajib melengkapi, mengisi dan menyampaikan Surat

Pemberitahuan dengan benar, akurat dan jelas.

2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 2lharus
ditandatangani terlebih dahulu oleh wajib pajak atau wakilnya yang

sah dan harus disertai dengansurat kuasa khusus.
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. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dianggap tidak disampaikan.
Jika tidak memuat tanda tangan atau tidak disertai dengan informasi

atau dokumentasi pendukung yang lengkap.

. Pajak Penghasilan Pasal 21 harus disetorkan selambat-lambatnya

pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak.

. Pajak Penghasilan Pasal 21 dilaporkan kepada Kantor Pajak dalam

waktu 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak.

. Penyetoran maupun pembayaran pajak penghasilan pasal 21 yang
dilakukan lewat tanggal jatuh tempo yaitu akan dikenakan sanksi
administrasi yang berupa bunga sebesar 2% sebulan yang mulai
dihitungnya = saat jatuh tempo pembayaran sampai tanggal

pembayaran atau dihitung penuh 1 bulan.

. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang disampaikan setelah
jangka waktu yang ditetapkan yaitu akan dikenakan sanksi

administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,-



BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Objek Studi Lapang

3.1.1 Profil Perusahaan

Foto Profil DPMPTSP Kota Bojonegoro

Nama Perusahaan » Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu SatuPintu

Alamat Perusahaan.. : Gedung Mal Pelayanan Publik

JI. Veteran No.227 Bojonegoro

No. Telp : (0353) 5256661

E-mail : dpmptsp.kabbjn@gmail.com
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3.1.2 Sejarah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bojonegoro

Dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tugas
pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengesahkan perizinan yang mendirikan

sebuah layanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Agustus 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Badan Teknis Daerah
Kabupaten Bojonegoro. Pada awal berdirinya, Dinas Perizinan Kabupaten
Bojonegoro menerbitkan 36 jenis izin berdasarkan keputusan No.47 Tahun 2009.
Ini melibatkan pendelegasian beberapa kekuasaan bupati kepada mereka yang

bertanggung jawab atas pelayanan perizinan.

Dengan - dibentuknya -~ DPMPTSP  Kabupaten - Bojonegoro maka
diterbitkanlah Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Camat. Berdasarkan Peraturan Bupati, DPMPTSP
berwenang menerbitkan (63) jenis izin dengan persyaratan yang jelas dan waktu

penyelesaian yang jelas untuk setiap izin.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
serta dan mempermudah masyarakat dalam pengurusan perizinan, pemerintah

Kabupaten Bojonegoro membangun Gedung Pemkab yang baru dan
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menggunakan lantai dasar gedung sebagai pusat pelayanan perizinan dan
pengurusan pajak daerah. Badan Perizinan / DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro
yang semula beralamat di JI. Basuki Rahmat No. 4A Bojonegoro pindah ke lantai
1 dan 2 gedung baru Pemkab Bojonegoro beralamat di JI. P. Mas Tumapel No.1

Bojonegoro.

Pada awal tahun 2019, Dinas PerizinanDPMPTSP Kabupaten Bojonegoro
pindah ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bojonegoro yang terletak di JI.

Veteran No. 227 Bojonegoro.

\
3

) dpnptsp

labupatenBojoneqore

Logo DPMPTSP Kota Bojonegoro

3.1.3 Visi dan Misi

Sebagai salah satu unit organisasi Dinas Penanaman Modal dan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) Bojonegoro memiliki Visi dan Misi yaitu :

1. Visi:
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Sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Visi DPMPTSP
Kabupaten Bojonegoro yaitu “Terwujudnya Pelayanan Satu Pintu yang
Cepat dan Berkualitas”
Misi :
Dalam rangka untuk mewujudkan visi DPMPTSP di Kabupaten Bojonegoro,
perlu dirumuskan misi yang dapat menggerakan tujuan dan mewujudkannya
melalui berbagai upaya dalam perwujudannya. Misi DPMPTSP Kabupaten
Bojonegoro adalah :
- Menciptakan pelayanan dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia.
- Sistem Kinerja professional.
- Tingkatkan pemahaman tentang manajemen investasi melalui sosialisasi
dan koordinasi.
- Meningkatkan kualitas pelayanan investasi untuk memenuhi standar
pelayanan investasi One Stop Service.
Motto :
3T “ Transparan — Tanggap — Terpenuhi “
Makna Motto : DPMPTSP selalu terbuka (transparan) kepada masyarakat
terkait dengan persyaratan maupun biaya dan tanggap terhadap keluhan
masyarakat untuk mempercepat proses penyelesaian pelayanan dengan
melakukan inovasi sesuai ketentuan yang berlaku dan berupaya memenuhi

harapannya.
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3.1.4Struktur Organisasi DPMPTSP Bojonegoro

Struktur Organisasi adalah kumpulan yang mengungkapkan hubungan
antara bidang usaha dalam pola tertentu, tetapi orang-orang yang mewujudkannya.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas sedangkan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi / Kepala

Sub Bagian Umum. Tugas pokok fungsi :

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL ‘ ________________ SEKRETARIAT
| [ [ f I ]
l l l ‘ SUB BAGIAN SUB BAGIAN
i UMUM, KEPEGAWAIAN PROGRAM DAN
DAN KEUANGAN LAPORAN
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
| r |
BIDANG BIDANG BIDANG
PENGEMBANGAN IKLIM DAN PENGENDALIAN DAN INFORMASI PELAYANAN
PROMOSI PENANAMAN MODAL PENANAMNA MODAL
SEKSI SEKSI s
PENGEMBANGAN IKLIM PENGEMNDALIAMN PELAYANAN PERIZINAN
PEMANAMAN MODAL PENANAMAN MODAL
SEKSI SEKSI SEKSI
PROMOS| PENANAMAN PENGOLAHAMN DATA DAN PELAYANAN NCN PERIZINAN
MODAL SISTEM. INFORMASI
PENANAMAN MODAL i
! SEKSI
i — PEMNGADUAN, PENYULUHAN DAN
UPT DINAS PEMINGKATAMN PELAYAMNAN

Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bojonegoro

a. Kepala Dinas
Kepala Dinas memiliki tugas tanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah, membantu Bupati menyelesaikan urusan
pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tugas pembantuan.

b. Sekretariat
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Sekretariat memiliki tugas tanggung jawab merencanakan,
melaksanakan, dan mengelola kegiatan administrasi umum, kepegawaian,
pemrograman, pelaporan dan keuangan.

Sub Bagian Program dan Laporan

Sub Bagian Program dan Laporan bertanggung jawab
pengumpulan dan pengorganisasian sistematisasi data bahan ajar
pemrograman. Melakukan tugas mulai dari penyajian data statistic hingga
pengumpulan. Menyiapkan bahan untuk perencanaan dan pelaksanaan
program.

. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Sub Bagian Umum  Kepegawaian dan Keuangan bertanggung
jawab atas manajemen fasilitas, manajemen komunikasi, catatan
karyawan, pembukuan, promosi, pengarsipan dan pengumpulan
pengembangan Kkarir.

Bidang Pelayanan

Seksi . Pelayanan . bertanggung jawab untuk merencanakan,
melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di area pelayanan.
Pengolahan dan pengumpulan data pengaduan, informasi dan layanan
konsultasi dalam penyediaan pelayanan perizinan dan non perizinan.
Bidang Pengendalian Penanaman Modal

Bidang Pengendalian Penanaman Modal ini bertugas mengawasi

realisasi investasi oleh industri dan wilayah dan memastikan bahwa
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perusahaan investasi sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan
perundang-undangan.
g. Bidang Promosi Penanaman Modal
Bidang Promosi Penanaman Modal bertanggung jawab atas
pendataan, analisis dan penyusunan kebijakan / strategi promosi investasi

daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah.

3.2 Pembahasan

Adapun pembahasan tentang mekanisme pemotongan, penghitungan dan
pelaporan PPh Pasal 21 atas Pajak Karyawan pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bojonegoro adalah sebagai berikut :

3.2.1 Pemotongan PPh Pasal 21

» Alur Pembuatan Bukti Potong
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. Buka Aplikasi E-SPT 21, lalu pilih Al atau A2 yang sesuai
dengan status karyvawan.

2. Lengkapi identitas karyawan sesuai dengan yang diminta. Dengan

klik tombol baru untuk membuka bukti potong.

3. Masukkan rincian penghasilan sel=m fi2m tab menu
penghitungan PP o Lanferis! sefad o muiris.

4. Flih jenis 0kt potong yang ;o gin ditampilkan, Pada Tugas

Adcu s yasiue hakispoiongd 724 VL Setelah pilih jenis bukt

QIOTE, e Iafrar Sula potong yang sudah di buat. Lalu
. cetak,

ia Me nw coak ads di bagian kin uias.

(' Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 )

Sistem Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilaksanakan oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bojonegoro
dengan menggunakan With Holding System. With Holding System adalah sistem
pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk

menentukan berapa pajak yang harus dibayar wajib pajak.

Pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah pihak pemberi
kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Bojonegoro. Yang dimana besarnya potongan tergantung pada besarnya
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penghasilan yang diterima pada tiap karyawan. Pemotongan PPh Pasal 21 yaitu
dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan karyawan

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Bojonegoro.

Pemotong PPh Pasal 21 karyawan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bojonegoro dilakukan oleh Bendahara. Lalu,
dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga KPP memotong langsung

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pajak penghasilan karyawan.

A &id 5

. EUHTIFEMOT O8G AN PAJAN PENGHASILAN E-!_
FASAL 71 BAG PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIN A PENSIUN ATAL TUNSANGAN HARI 'E_H?::”i" 1'121 oy
TUAJAMIRAK HAR TUA BERKALA [re . 5
EMEN TESLAN = SN 58 811 e A e
mmlnﬂmumm‘“m"_ 44 T ). | COINST |_, e
BERROTO S ¢ 175 S0k L3 L
A
- P al s L ————
A NI T/ ENERIM A PG e ARG P OO0
i Ll L\l L AT A T L A L LLA A TR
= :
o 3 1302004 e [l I TER
P T Al Laryeem
saiamry, B NG ™
ar
s.snrm ritsamn n [T | camires o[ e i
B BRI PERCHASLAR BAK P ENGHITURGAN PP PASAL H
Ll AN W
T e [R]mwn | Jres 4
i Atsen B
A PG L T i1
--------- - i]
% [ 1 A AL AT, LS L D ST 1]
& [hr s s ssain e o s U
[P A A R e R A 1]
— 0
1
T
5 (W}
u
L.T2E5.000
4 il
[1]
RN T
S
[1]
i
[1]
[P ERARAL 11 R FPTEAIAL T VAR TRL AR I3 FOTCR G0 AR O LUK A D
. IEERTITAS P4 ETORG
£} T
— 002705102 . 810 000 . ecen s mmariesm
= RAEA s Pema e bl da Pol ayanm Terpsh e PV
CoET

(Bukti Potong PPh Pasal 21)
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3.2.2 Penghasilan Karyawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Bojonegoro

Penghasilan yang diterima pegawai Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bojonegoro berbeda-beda karena adanya

perbedaan masa kerja tersebut.

Daftar Gaji Pegawai Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Bojonegoro Bulan Januari 2022 :

No Nama Jenis Status Gaji Pokok
Kelamin

1 Moch Fakhri Alfian Lo TK/0 Rp. 2.800.000
2 Hariyanto L K/0 Rp. 2.875.000
3 Hartiningsih, S.Sos P K/2 Rp. 6.100.000
4 Agus Hariyanto ¥ K/1 Rp. 6.422.800
5 Dina Rahayu, SE 5 K/2 Rp. 7.500.000
6 Budiyono i TK/0 Rp. 5.000.000
7 Joko L K/1 Rp. 6.200.000
8 Endah Lailatul Aini P K/0 Rp. 5.500.000
9 Okky Adrian Novandra L K/2 Rp. 7.350.000
10 Rina Zuliana, SE P K/3 Rp. 8.500.000
11 Ike Maharani, S.Sos P K/3 Rp. 7.800.000
12 Samson L K/1 Rp. 3.850.000
13 Rani Indreswari, S.1IP P K/3 Rp. 8.150.000
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Tabel diatas menunjukkan beberapa gaji pegawai pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bojonegoro.Tunjangan yang
diberikan pada pegawai akan sangat mempengaruhi pendapatan yang diperoleh
setiap pegawai. Penghasilan yang diperoleh juga sangat mempengaruhi pajak

penghasilan yang harus dibayarkan.

3.2.3Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dari daftar gaji pegawai tersebut, penulis dapat membuat perhitungan

pajak penghasilan pasal 21 yaitu sebagai berikut :

a. Pegawai tetap bernama Moch Fakhri Alfian yang bekerja pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bojonegoro, gaji
pokok yang diterimanya setiap bulan sebesar Rp.2.800.000 dengan status tidak

kawin.

Penghasilan Neto sebulan Rp. 2.800.000,-

Penghasilan Neto setahun(12 x Rp.2.800.000) Rp.33.600.000,-

Berdasarkan PTKP, status TK/Q dengan PTKP sebesar Rp.54.000.000,- per
tahun. Karena gaji PTKP kurang dari Rp.0,- maka atas penghasilan dari

pegawai DPMPTSP tidak ada yang dipotong PPh Pasal 21.

b. Pegawai tetap bernama Hariyanto yang bekerja pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bojonegoro, gaji pokok yang
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diterimanya setiap bulan sebesar Rp.2.875.000,- dengan status kawin dan

tidak memiliki tanggungan.

Penghasilan setahun (12xRp.2.875.000) Rp.34.500.000
Pengurang :

Biaya jabatan (5% x Rp.34.500.000) Rp. 1.725.000
Jumlah Penghasilan Neto Rp.32.775.000
PTKP (K/0) :

WP Sendiri Rp.54.000.000

WP Menikah Rp. 4.500.000

TOTAL PTKP Rp.58.500.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) .

PPh Pasal 21 -

Berdasarkan PTKP, status. K/QO dengan PTKP sebesar Rp.58.500.000,- per
tahun. Sehingga gaji dalam satu tahun besarnya kurang dari PTKP. Maka atas

penghasilan dari Hariyanto tidak ada yang dipotong PPh Pasal 21.

c. Pegawai tetap bernama Hartiningsih, S.Sos yang bekerja pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bojonegoro, gaji
pokok yang diterima tiap bulan sebesar Rp.6.100.000 dengan status kawin dan

memiliki 2 orang anak.
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Penghasilan setahun(12 x Rp.6.100.000) Rp.73.200.000
Pengurang :

Biaya jabatan(5%xRp 73.200.000) Rp. 3.660.000
Jumlah Penghasilan neto Rp.69.540.000
PTKP (K/2)

WP Sendiri Rp.54.000.000

WP Nikah Rp. 4.500.000

Tanggungan 2 Anak Rp. 9.000.000

TOTAL PTKP Rp.67.500.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 2.040.000

Tarif 5% x Rp.2.040.000 ='Rp. 102.000

PPh Pasal 21 Terutang setahun Rp. 102.000

PPh Pasal 21 Terutang sebulan (Rp. 102.000/ 12) Rp. 8.500

d. Pegawai tetap bernama Agus Hariyanto yang bekerja pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bojonegoro, gaji
pokok yang diterima tiap bulan sebesar Rp.6.422.800 dengan status kawin dan

memiliki 1 orang anak yang sudah bekerja.

Penghasilan setahun(12 x Rp.6.422.800) Rp.77.073.600



Pengurang :

Biaya jabatan(5% x Rp.77.073.600)

Jumlah Penghasilan neto

PTKP (K/1)

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Tarif 5% x Rp.10.219.920 = Rp:510.996

PPh Pasal 21 Terutang setahun

PPh Pasal 21 Terutang sebulan(Rp.510.996 / 12)
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Rp. 3.853.680

Rp.73.219.920

(Rp.63.000.000)

Rp.10.219.920

Rp.510.996

Rp. 42.583

e. Pegawai tetap bernama Dina Rahayu, SE yang bekerja pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bojonegoro, gaji

pokok yang diterima tiap bulan sebesar Rp.7.500.000 dengan status kawin dan

memiliki 2 orang anak.

Penghasilan setahun(12 x Rp.7.500.000)

Pengurang :

Biaya jabatan(5% x Rp.90.000.000)

Jumlah penghasilan neto

PTKP (K/2)

WP Sendiri Rp.54.000.000

Rp.90.000.000

Rp. 4.500.000

Rp.85.500.000



WP Menikah Rp.4.500.000
Tanggungan 2 Anak Rp.9.000.000
TOTAL PTKP

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Tarif 5% x Rp.18.000.000 = Rp.900.000

PPh Pasal 21 Terutang setahun

PPh Pasal 21 Terutang sebulan(Rp.900.000/12)
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Rp.67.500.000

Rp.18.000.000

Rp. 900.000

Rp. 75.000

f. Pegawal tetap bernama Budiyono yang bekerja pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bojonegoro, gaji pokok yang

diterima tiap bulan sebesar Rp. 5.000.000 dengan status tidak kawin.

Penghasilan setahun (12 x Rp.5.000.000)

Pengurang :

Biaya jabatan(5% x Rp.60.000.000)

Jumlah penghasilan neto

PTKP (TK/O0) :

WP Sendiri Rp.54.000.000

TOTAL PTKP

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rp.60.000.000

Rp. 3.000.000

Rp.57.000.000

Rp.54.000.000

Rp. 3.000.000
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Tarif 5% x Rp.3.000.000 = Rp.150.000
PPh Pasal 21 Terutang setahun Rp. 150.000
PPh Pasal 21 Terutang sebulan (Rp.150.000/12) Rp. 12.500

g. Pegawai tetap bernama Joko yang bekerja pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bojonegoro, gaji pokok yang diterima
setiap bulan sebesar Rp. 6.200.000 dengan status kawin dan memiliki 1 orang

anak yang sudah bekerja.

Penghasilan setahun(12 x Rp.6.200.000) Rp.74.400.000
Pengurang :

Biaya jabatan(5% x Rp.74.400.000) Rp. 3.720.000
Jumlah penghasilan neto Rp.70.680.000
PTKP (K/1) (Rp.63.000.000)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp.7.680.000

Tarif 5% x Rp.7.680.000 = Rp.384.000

PPh Pasal 21 Terutang setahun Rp. 384.000

PPh Pasal 21 Terutang sebulan (Rp.384.000/12) Rp. 32.000

h. Pegawai tetap bernama Endah Lailatul Aini yang bekerja pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bojonegoro, gaji
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pokok yang diterima setiap bulan sebesar Rp.5.500.000 dengan status kawin

dan tidak memiliki tanggungan.

Penghasilan setahun(12 x Rp.5.500.000) Rp.66.000.000
Pengurang :

Biaya jabatan(5% x Rp.66.000.000) Rp. 3.300.000
Jumlah penghasilan neto Rp.62.700.000
PTKP K/O :

WP Sendiri Rp.54.000.000

WP Menikah Rp. 4.500.000

TOTAL PTKP Rp.58.500.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 4.200.000

Tarif * 5% x Rp.4.200.000 = Rp.210.000
PPh Pasal 21 Terutang setahun Rp. 210.000

PPh Pasal 21 Terutang sebulan(Rp.210.000/12) Rp. 17.500

i. Pegawai tetap bernama Okky Adrian-Novranda yang bekerja pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bojonegoro, gaji
pokok yang diterima setiap bulan sebesar Rp. 7.350.000 dengan status kawin

dan memiliki 2 orang anak.

Penghasilan setahun(12 x Rp.7.350.000) Rp.88.200.000
Pengurang :
Biaya jabatan(5% x Rp.88.200.000) Rp. 4.410.000

Jumlah penghasilan neto Rp.83.790.000
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PTKP (K/2) :

WP Sendiri Rp.54.000.000

WP Menikah Rp. 4.500.000

Tanggungan 2 Anak Rp. 9.000.000

TOTAL PTKP Rp.67.500.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp.16.290.000

Tarif 5% x Rp.16.290.000 = Rp.814.500
PPh Pasal 21 Terutang setahun Rp. 814.500

PPh Pasal 21 Terutang sebulan(Rp.814.500/12) Rp. 67.875

j. Pegawai tetap bernama Rina Zuliana, SE yang bekerja pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bojonegoro, gaji
pokok yang diterima setiap bulan sebesar Rp. 8.500.000 dengan status kawin

dan memiliki 3 orang anak.

Penghasilan setahun(12 x Rp.8.500.000) Rp.102.000.000
Pengurang :

Biaya jabatan(5% x Rp.102.000.000) Rp. 5.100.000
Jumlah Penghasilan neto Rp.96.900.000
PTKP (K/3) :

WP Sendiri Rp.54.000.000

WP Menikah Rp. 4.500.000

Tanggungan 3 Anak Rp.13.500.000

TOTAL PTKP Rp.72.000.000
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Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp.24.900.000
Tarif 5% x Rp.24.900.000 = Rp.1.245.000
PPh Pasal 21 Terutang setahun Rp. 1.245.000
PPh Pasal 21 Terutang sebulan(Rp.1.245.000/12) Rp. 103.750
k. Pegawai tetap bernama lke Maharani, S.Sos yang bekerja pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bojonegoro, gaji
pokok yang diterima tiap bulan sebesar Rp. 7.800.000 dengan status kawin

dan memiliki 3 orang anak.

Penghasilan setahun(12 x Rp.7.800.000) Rp.93.600.000
Pengurang :

Biaya jabatan(5% x Rp.93.600.000) Rp. 4.680.000
Jumlah penghasilan neto Rp.88.920.000
PTKP (K/3) :

WP Sendiri Rp.54.000.000

WP Menikah Rp. 4.500.000

Tanggungan 3 Anak Rp.13.500.000

TOTAL PTKP Rp.72.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp.16.920.000

Tarif 5% x Rp.16.920.000 = Rp.846.000
PPh Pasal 21 Terutang setahun Rp. 846.000

PPh Pasal 21 Terutang sebulan(Rp.846.000/12) Rp. 70.500
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I. Pegawai tetap bernama Samson yang bekerja pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bojonegoro, gaji pokok yang
diterima setiap bulan sebesar Rp. 3.850.000 dengan status kawin dan

memiliki 1 orang anak yang sudah bekerja.

Penghasilan setahun(12 x Rp.3.850.000) Rp.46.200.000
Pengurang :

Biaya jabatan(5% x-Rp.46.200.000) Rp. 2.310.000
Jumlah Penghasilan neto Rp.43.890.000
PTKP (K/1) ;

WP Sendiri Rp.54.000.000

WP Menikah Rp. 4.500.000

Tanggungan 1 Anak Rp. 4.500.000

TOTAL PTKP Rp.63.000.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) :

PPh Pasal 21 -

Berdasarkan PTKP, status K/1 dengan PTKP sebesar Rp.63.000.000,- per tahun.
Sehingga gaji dalam satu tahun besarnya kurang dari PTKP. Maka atas

Penghasilan dari Samson tidak ada yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

m. Pegawai tetap bernama Rani Indreswari, S.IP yang bekerja pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bojonegoro, gaji
pokok yang diterima setiap bulan sebesar Rp. 8.150.000 dengan status kawin

dan memiliki 3 orang anak.



Penghasilan setahun(12 x Rp.8150.000)
Pengurang :

Biaya jabatan(5% x Rp.97.800.000)
Jumlah Penghasilan neto
PTKP (K/3) :

WP Sendiri Rp.54.000.000
WP Menikah Rp. 4.500.000

Tanggungan 3 Anak Rp.13.500.000

TOTAL PTKP

Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Tarif 5% x Rp.20.910.000 = Rp.1.045.500
PPh Pasal 21 Terutang setahun

PPh Pasal 21 Terutang sebulan(Rp.1.045.500/12)

W

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU

TUNJANGAN HARI TUAJJAMINAN HARI TUA BERKALA
Nomor Bukti Botong @ 1.1 121 0000002 Tanggal : J29-01-2018

. A Identitas Penermagenghasian 1, Rincian Penghasian
| B.1. RINCIAN PENGHASILAN
Kode Objek Pajaky:  21-1000)

62 Penggifungan PPN | C deentitas Pemotong

Penghasilan Bruto
atau THIIHT

2 GrossUp
4
6. P kimatan L ¥
ya
7. Ta
8. Jumiah Penghasilan Bruto (1 + 2 1 344+ 54 6 1 7)
Pengu
9. Bia n/Biaya Pensiun
10. 1 n atau Turan THT/JHT
11. Jumlah Pengurangan (9 + 10)

36

Rp.97.800.000

Rp. 4.890.000

Rp.92.910.000

Rp.72.000.000

Rp.20.910.000

Rp.1.045.500

Rp. 87.125

F oS

Masa - 12

30,000,000
258.000.000
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€ inpt Bk Potong AL = e 5™
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUAJJAMINAN HAR! TUA BERKALA

Nomor Bukti Potong = 1.1 0000002 Tanggal : 29012018 ~ Masa: 01 ~

A ldentitas Penenma Penghasilan | B 1. Rincan Penghasilan: B.2. Pengheungan PPh G, ldentitas Pemotong
B.2. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

12. It

( Penghitungan di E-SPT PPh Pasal 21 )

3.2.4 Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sistem Online

Setiap bulan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bojonegoro melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terutang kepada pegawai.
Dalam hal ini, setelah pemotongan pajak dihitung sesuai dengan PPh Pasal 21
terutang, maka pemotong wajib melaporkan pajak yang telah dipotong
menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui tempat
pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bojonegoro
telah melaksanakan pelaporan dengan sistem online, dimana pelaporan SPT Masa
PPh Pasal 21 dilakukan dalam bentuk dokumen file CSV dibawa oleh wajib pajak
badan menggunakan USB / CD. Dengan aturan pasal 8 ayat 6 PMK-
09/PMK.03/2018, dokumen elektronik tersebut tidak dapat lagi disampaikan
secara langsung ke KPP. Dokumen elektronik itu wajib disampaikan wajib pajak
badan dalam melalui saluran efiling yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal

Pajak (DJP). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018 wajib
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melaporkan PPh Pasal 21 dengan sistem online. Cara pelaporan pajak online PPh

Pasal 21 :

1. E-filing 1 klik
Fitur efiling pajak dengan menggunakan fitur-fitur online pajak lainnya
yaitu “hitung, setor, lapor atau hitung, lapor saja”.

2. E-filing CSV
Fitur efiling pajak dengan mengunggah file CSV Pelaporan PPh Pasal 21
yang didapatkan dari software e-SPT.

3. E-filing Bulk Upload
Fitur efiling pajak untuk perusahaan berskala besar yang perlu lapor SPT
online secara praktis dan hemat waktu dengan melakukan lapor SPT

online untuk beragam NPWP perusahaan dan jenis pajak secara serempak.

Dengan sistem online pelaporan PPh Pasal 21 sangat menghemat waktu dan lebih

mudah bagi perusahan.



=
MENU Jf

harus mer

©
elah mengu

e-Filing dengan file CSV Pelaporan dari e-SPT/e-Faktur

Lapor File CSV Pelaporan Pajak (eFiling) dan PDF (jika ada) dari eSPT atau eFaktur

Riwayat Pelaporan

Jenis

Pajak CSV & File Attachment

PPH21 1890931340012131111201600F1132010413.csv (3KB)
1172016 (00)

PPN-03/2018  1880931340012130303201800F1232040111.65V (4 KB)
(00)

PPN-02/2088  1890931340012130202201800F1232040111.C5v (4 KB)
(00)

Ini caranya

Unggah File

Tanggal
Pelaporan

14 Mar 2018
at10i42

20 Feb 2018
at1n3s

Status

Silakan klik tombol Lapor. Perlu | T
diketahui batiwa tanggal .
pelaporan pada BPE adalah

tanggal dimana Andakiik tombol

Lapor

Terlapor v

NTPA: 0011442457327000

Terlapor v
NTPA: 0011442457327000

( Pelaporan PPh Pasal 21 Sistem Online )
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BAB 4
PENUTUP
4.1 Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan pada bab sebelumnya,

maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Bojonegoro melakukan ‘pemotongan dan pemungutan pajak terhadap
karyawan tetap dengan menggunakan -metode With Holding Sistem
merupakan metode pemungutan pajak dimana Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bojonegoro adalah pihak pemberi
kerja yang melakukan penghitungan atas besarnya pajak yang terutang
oleh wajib pajak karyawan.

2. Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas pajak karyawan pada
DPMPTSP Kota Bojonegoro sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan
yang berlaku  saat ini, karena DPMPTSP Kota Bojonegoro sudah
menggunakan tarif perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-
Undang Pajak Pasal 17 ayat (1) (a).

3. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas pajak karyawan pada
DPMPTSP Kota Bojonegoro sudah baik karena tidak ada masalah
terhadap pemotongan PPh Pasal 21, dengan ini DPMPTSP Kota
Bojonegoro melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

40
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4.2 Saran

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Bojonegoro sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 21 perlu lebih
meningkatkan  kepatuhannya dalam melaksanakan  pemotongan,
perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 setiap bulan dan setiap tahun
dengan baik dan benar.

2. Terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan dalam bidang
perpajakan, DPMPTSP Kota Bojonegoro harus aktif mengikuti sosialisasi
yang diselenggarakan oleh KPP, agar dalam perhitungan dan pelaporan
SPT PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan.

3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis di
DPMPTSP Kota Bojonegoro, sebaiknya melakukan penelitian lebih dari
satu jenis pajak penghasilan dengan beberapa periode yang sudah berjalan.
Agar dapat menggambarkan-pemotongan, perhitungan dan pelaporan PPh

Pasal 21 secara menyeluruh.
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LAMPIRAN

Lampiran 1 :Jadwal Studi Lapang

Jenis Kegiatan Juni Juli
Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 1 | Minggu 2

Pengajuan Riset {
Pengumpulan Data v
Analisis Kebutuhan Sistem v
Penyelesaian Masalah v
Kesimpulan v
Pembuatan Laporan v
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Lampiran2 :Form SPT PPh Pasal 21

|
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA HOO0O
PAJAK PENGHASILAN FORMULIR 1721
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Formulir ini untuk melapork area barcode
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | F gan Pajak F Eansl 2\ calatad
Pasal 26
MASA PAJAK : Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini LR ST
- seT sPT TERMASUK LAMPRAN:
[emen - yyyy] o e NORMAL H DP&EE TWANKE. __ ONSICLEMPETUGAS]
A. IDENTITAS PEMOTONG
1. NPWP Y - =
2. NAMA 2
3. ALAMAT
4. NO. TELEPON zand 5. EMAIL: oo
B. OBJEK PAJAK
JUMLAH
KOOE OBJEK * JUMLAH PENGHASILAN JUMLAH PAJAK
No PENERIMA PENGHAS ILAN Baiae BEFNENERIM:N BRUTO (Rp) DIPOTONG (Rp)
ml © ® 9 (] 15 (€
1 PEGAWAI TETAP 21-100-01
2. | PENERIMA PENSIUN BERKALA 21-100-02
3 PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS 21-100-03
4 BUKAN PEGAWAI
4a DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING {MLM) 21-100-04
4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANS! 23,100-05
4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN 21-100-08
4d. TENAGA AHLI 21.100-07
BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG
48 BERSIFAT.BERKESINAMBUNGAN P
4f, BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG 21.100.09
" TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN
5 ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG 21.10040
TIDAK MERANGKAFP SESBAGMPEGAWAI TETAP b .
6. | MANTAN PEGAWAI VANG MENERIMAJASA PRODUKSTIANTIEW, | 1o, g0 1o
BONUS ATAU IMBALAN LAN
7 PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN 24:100-12
8. PESERTA KEGIATAN 21.100-13
PENERIMA PENGHASEAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK
9. FINAL LANNYA 2110099
10. | PEGAWAIPEMBERI IASAPESERTA KEGIATANPENERIA FENSION| oo
" | BERKALA SEBAGA WASB PAJAK LUAR NEGERI
1. | JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D.10)
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR JUMLAH (Rp)
12. | STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)
KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI :
3w LI ICICICICICICICICICT =L |
99 @ 03 o+t O o8 o7 o0& O 10 1 12 TAMLN KALENDER iy}
14, | JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)
15. | PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)
LANJITKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT FEMBETULAN DANATAL PADA ANGKA 16 APABILA PP% LESIH DISETOR _
16. | PPhPASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEEI) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN
" | (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)
17. | PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN
| (ANGKA 15. ANGKA 1E)
18. | KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)
] HALAMAN 1 N
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| =
omooO
NPWP PEMOTONG : - 3 FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

; JUMLAM
NGHASILAN KODE OB.EX PENER! JUMLAH PENGHASILAN | JUMLAH PAJAK DIPOTONG

v e AN | oncacmnnn BRUTG (o ®Rp)
(L] 2 o w 2] ©

PENERMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN
bl sexaucus N

FEMERIMA UANG MANFAAT FENSIUN. TUNJANGAN HASS TUA
2 ATAL JAMBAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENS YANG 2140102

OBAYARKAN SEXALGUS

PEJABAT NEGARA. PEGAWAINECER! SFIL. ANGGOTA TVIFOLRS
3 DAN PENSIUNAN YANG MENERSA HONDRAS LM DAN MBALAN | 21-402-01

LAD YANG C/BESANKAN KEPADA KEUANGAN NEGASADAERAM

PENERIMA PENGHASILAN YANG DWPOTONG PPh PASAL
4| 20rmaL LaNNYA 2149099
§ JUMLAH BAGIAN C FEMSEALA-AN ANGKA * 5D 5 !

D. LAMPIRAN
[ + rormaitiv 17211 wbamar | []ljs Fomusrtz2i-v s
Urta St Masa Paak) 4 T
I 2 eormumizz-1 conmage ] S 1721 -v
U San Tatur Pagak) Coe

[ 2/ rormumiz2i-s ma[f[] 7 SURAT SETORAN PAIAK (SSP) DANIATAL —

# cie BUKTI PEMNDAHEUKUAN (Pok)

4 FORMULIR1Z21-NI £ SURAT KUASA KHUSUS
C1g ) @ael[1*

-

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

D sepenunnye alas s2gald ya te S sanks-Sank s $ESUS 0eNQaN says
bahwa apa yang teiah saya bentanukan o 3t3s besenta lampdBn-ampeannya adisiah benar, lenghap dan eias.

1 D PEMOTONG Dv. KUASA 5. TANDA TANGAN -
2. NPWP L % i
3 NAMA
4 TANGCAL = . i e -y
s TEMPAT 2
| |
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Lampiran 3 :Form Daftar Pemotongan PPh Pasal 21

oE -
DAFTAR PAIAK n A AT oomc
TUNJANGAN HARI TUAJANINAN HAR) TUA BERNALA SERTA BAGH -—
@ INDONESIA, ANGOOTA POLIS REPUBLIN INCONESIA PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNTA FORMULIR 17294
B b
HEMENTERAN KEUANGAN 0 [ wana passs o v eeary
DIREKTORAT JENOERAL PAJAK | jows wot " v e mamemns | wmwr resorons e s
A | PEGAWAI TETAF DAN PENERMA PENSUN ATAU THTUNT SERTA PN ANGGOTA THIPOLL FEABAT NEGARA SN AR TEAR KENA VA M TTEF
BUR T PENOC TOR QAN s e
~ wrar WaA | T T | e 2% | sempworonc me N =]
[ W [ ™ 0 ™ B ™ |
\
:
’
)
.
L)
'
.
.
"
"
il
“w
"
"
-
"
"
Ul
n
UMILAN A G o h e —
| . R 1] E—
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Lampiran 4 :Form SSP PPh Pasal 21 (1721- IV)

I
DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP) OmmC
DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) FORMULIR 1721 - IV
UNTUK PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 P anting Sarmip it
DAN/ATAU PASAL 26
NPWP PEMOTONG : .
No | KODEAKUN | "TJCE | TGL SSPBUKTI Pbk NTPN/NOMOR BUKTI Pbk JUMLAH PPh DISETOR |  KET.
PAJAK (KAP) s {dd - mens

W ) ™ o © m |

1

2

3

4

s

6

7

)

)

10

1" i f

12

1

“

I

™

”

1

T
20

JUMLAMH 1" o
KETERANGAN

KOLOM (7) DES! DENGAN ANGKA

0 UNTUK SS9

1 UNTUK SS9 PPn PASIL 1 D TANGGUNG BEMERINIAM
2 UNTUX BUXT) Poa
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Lampiran 5 :Form Bukti Potong Tidak Final (1721 — V1)

|
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK [~ (m] [
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) FORMULIR 1721 - VI
ATAU PASAL 26 Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
\ Lembar ke-2 : untus Pemctong
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR : 1.3 - -
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG
1. NPWP - i 2. NIK /! NO. PASPOR :
2. NAMA
3. ALAMAT :
5. WAUIB PAJAK LUARNEGERI : Ij YA 6. KODE NEGARA DOMISIL :
B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG
JUMLAH DASAR PENGENAAN |  TARIF LEBK ARIF POT
KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO PAJAK 'm FRUD Ong
(Rp) (Rp}
o) 8 2 & © )
C. IDENTITAS PEMOTONG
1.NPWP ¢ B8 - 3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2/ NAMA @B 1 - -
84 - mm - yyyy]
| ODEOBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 [TIDAK FINAL] 8
PPh PASAL 21 TIDAK FINAL
1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenapa Kerja Lepas
2. 2110004 Imbatan Kepada Distributor Mult Level Marketing (MLM)
3. 21-10005 Imbaian Kepada Petugas Dinas Luar Asuranst
4. 21-100906 Imbaian Kepada Penjaja Basang Dagangan
5. 21-10007 Imbatan Kepade Tenaga Ahl
6. 21-100-08 Imbaian Kepada Bukan Pegawal yang Peng yang Bersifat Berk bungan
7. 21-100-09 Imbaian Kepada Bukan Pegawal yang Menedima Pengasdan yang Ticak Bersifal Beskessambungan
B. 21-100-10 Honoranum atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang lidak Merengkap sebagal Pegawai
Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atauimbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarkan Dana Pensiun oleh Pegawal
11. 21-100-13 Imbatan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objex PPn Pasal 21 Tidak Final Lainnya
PPh PASAL 26
1. 27-100-99 Imbatan Sehubungan dengan j258, pekeraan dan kegs hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran barkala lainnya
yang dipotong PPh Pasal 26
| |
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Lampiran6 :Surat Pengantar Ke Dosen Pembimbing

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

STRATAL

~ - - o e ARUNTANSE
[y T——— © Abumare ® Abumtana (T exahreditant)

Jalan Menur Pumpungan 30 Surabays 60115 B (@01) SMTSOS. 3947040, SY1ASE Fau (001) SRN2218
Webaite - www stioniasc id  E-mail | stbenia®etionis ac id

PERKUMPULAN FENYELENGGARA FENDIDIKAN NASIONAL ( PERFENDIKNAS )
@ Badan Pragriols Sebholah Tingg! llmu Ehonomi Indenwsis (STIESIA) Serabays

50



Lampiran7 :Surat Pengantar ljin Riset

74 ;\ SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

.u -u cu

S
Jalan Menur Pumpungan 30 Sarabays 60118 ff [31) ST2SS1L SHTSON, SMTMO. Y14 Fan. @31) S92S514

Nomor :A.33/01.4b/V1/2022 21 Juni 2022

PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)
Badan Pengrlols Seholah Tingg) lmu thonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
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Lampiran8 :Surat Balasan Dari Perusahaan
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Lampiran9 :Kartu Konsultasi Bimbingan Laporan Tugas Akhir

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

STIESIA

DIFLOMA ) (Terahreditasi) STRATA | (Tovahreditanis STRATA 2 (T owshrndinanis STRATA Y

-M 7 -5 .M .hw
* Akuntansl * Abuntane . Abemtana

l

—
Jalan Menus Pumpungan W0 Surabuays 0118 8 @11) WISTIL SMTWR WRORAL WL Tan 001) WIVLY
Webaite: www sthenisedu com | mail stionis®aby donet st od

KARTU KONSULTAST BIMBINCAN
PENULISAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa :  Viany DwiAyu Yulianti
N.PM : 4910401351
Program Studi + 3 Mangjemen Pagak

Judul Tugas Akhir : Mekanisme Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21
(Pajak Karyawan) Pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bojonegoro

Dosen Pembimbing :  Dr. Tri Yuniati, S.E, MM,

Materi Konsultasi -
No.| Tanggal  Paraf Keterangan
[t | kb e s foi) PG A
2 Vo d@a | A Vi s g ifa s QTR Zz3m
VA (.4;5:5"/.'.,,';".1# _Fy |
$ |/Z <727 i el g ® A
S|/ -7-JdN £ LS/ (AR T
6. |Z=B207] A \uce 497 meviyssZ ]
7 S22 | e s A5 -
8. | 982871 £ acchiB g révrs LASTT
9. |o-8-2a23 | £ . o EAL [T £ 70 ]
10. |- 5207 Tl B <\ TFA PosTain PRl gy IR
11
12 ¥

Batas Waktu

Penulisan Tugas Akhir: 17 September 2022
Surabaya, /2= L 07 R
Dosen Pembimbing,

/\?'

Dr. Tri Yuniati, S.E, M.M.
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Lampiranl0 :Berita Acara Bimbingan Laporan Tugas Akhir
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Lampiran 11 : Hasil Prosentase Plagiasi

MEKANISME PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(PAJAK KARYAWAN) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOJONEGORO

19 196 216 124

aghbacmipdnigonfeid\

§ito.Jpirersitas Mex
(AN

%
i

4
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Lampiran 12 : Surat Keterangan Bebas Plagiasi
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